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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran identitas pendidik dalam mencegah pelecehan
seksual terhadap peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Latar belakang penelitian ini
berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual di sekolah yang sebagian besar melibatkan
pendidik sebagai pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
desain deskriptif-eksploratif melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan tenaga
pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas pendidik memiliki kontribusi fundamental
dalam pencegahan pelecehan seksual, terutama melalui empat faktor utama: kompetensi profesional,
dukungan institusional, pengembangan profesional berkelanjutan, dan lingkungan kerja yang
kolaboratif. Penelitian juga menemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan,
stigma budaya, serta beban kerja pendidik yang berlebihan. Strategi pencegahan yang efektif meliputi
pelatihan komprehensif, sistem deteksi dini, supervisi dan mentoring, serta kolaborasi dengan orang
tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penguatan identitas pendidik
sebagai pelindung dan agen perubahan sosial menjadi langkah strategis dalam menciptakan
lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Identitas Pendidik, Pelecehan Seksual, Perlindungan Anak, Etika Profesional, Lingkungan
Pembelajaran

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi
perkembangan peserta didik. Namun, realitas menunjukkan gambaran yang
mengkhawatirkan. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak mencapai 28.831 kasus
pada tahun 2024, yang mencakup berbagai jenis kekerasan termasuk kekerasan fisik, psikis,
seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran. Yang lebih mengkhawatirkan, 35% dari
114 kasus kekerasan terjadi pada lingkungan Satuan Pendidikan, dengan tercatat 46 kasus
anak mengakhiri hidup, dimana 48% diantaranya terjadi pada Satuan Pendidikan atau anak
korban masih berpakaian seragam sekolah (KPAI, 2024). Federasi Serikat Guru Indonesia
(FSGI) melaporkan temuan yang lebih spesifik terkait kekerasan seksual, dimana terdapat
101 korban kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang tahun 2024, dengan 69%
adalah anak laki-laki dan 31% anak perempuan. Data FSGI juga menunjukkan bahwa
kekerasan seksual mencapai 20% dengan pelaku seluruhnya guru.

Tren peningkatan kasus kekerasan di sekolah sangat mengkhawatirkan. Jaringan
Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat peningkatan dari 91 kasus pada 2020
menjadi 573 kasus pada 2024, menunjukkan tren yang makin mengkhawatirkan dengan
pelaku terbanyak adalah guru. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari seluruh
stakeholder pendidikan, khususnya dalam memahami peran sentral pendidik sebagai garda
terdepan dalam melindungi peserta didik. Identitas profesional pendidik merupakan konsep
multidimensional yang dikembangkan dari teori identitas sosial Tajfel dan Turner (1979)
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serta teori pengembangan profesional Schon (1983). Menurut Beijaard et al. (2004), identitas
profesional pendidik mencakup tiga komponen utama: (1) pemahaman diri sebagai pendidik
(self-image), (2) tugas dan tanggung jawab yang diemban (task perception), dan (3) motivasi
untuk menjadi pendidik (job motivation). Dalam konteks perlindungan anak, Bronfenbrenner
(1979) melalui teori ekologi perkembangan menekankan peran penting microsystem,
khususnya lingkungan sekolah, dalam membentuk perkembangan anak. Pendidik sebagai
bagian dari microsystem memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi
juga dalam menciptakan lingkungan yang protektif. Teori regulasi diri Bandura (2006)
menjelaskan bagaimana individu mengatur perilakunya melalui self-monitoring, self-
judgment, dan self-reaction. Dalam konteks pencegahan pelecehan seksual, identitas pendidik
yang kuat berperan sebagai sistem regulasi internal yang mencegah perilaku yang merugikan
peserta didik.

Pertama, eskalalsi kasus yang mengkhawatirkan. Survey Hasil Pembangunan Nasional
Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak usia
13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu kekerasan sepanjang hidupnya. Data ini
mengindikasikan bahwa setengah dari populasi remaja Indonesia pernah menjadi korban
kekerasan. Kedua, keterlibatan pendidik sebagai pelaku. Temuan FSGI yang menunjukkan
bahwa seluruh pelaku kekerasan seksual di sekolah adalah guru mengindikasikan adanya
masalah sistemik dalam identitas profesional pendidik. Hal ini bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menekankan pada kompetensi
kepribadian dan sosial guru. Ketiga, dampak jangka panjang. Menurut Finkelhor dan Turner
(2014), anak yang mengalami viktimisasi di sekolah memiliki risiko lebih tinggi mengalami
masalah kesehatan mental, prestasi akademik yang menurun, dan kesulitan dalam hubungan
interpersonal di masa dewasa. Keempat, keterbatasan pendekatan reaktif. Selama ini,
penanganan kasus pelecehan seksual di sekolah lebih bersifat reaktif. Diperlukan pendekatan
preventif yang sistematis melalui penguatan identitas profesional pendidik sebagai benteng
pertahanan pertama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-
eksploratif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat permasalahan yang
kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang fenomena penguatan identitas
pendidik dalam konteks pencegahan pelecehan seksual terhadap peserta didik. Desain
deskriptif-eksploratif dipilih untuk menggambarkan kondisi aktual dan mengeksplorasi
faktor-faktor yang berkaitan dengan penguatan identitas pendidik sebagai upaya preventif.
Penelitian ini menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu studi literatur
dan wawancara mendalam dengan tenaga pendidik. Kombinasi kedua metode ini dipilih
untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang permasalahan yang
diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas pendidik memiliki peran yang sangat
fundamental dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap peserta didik. Temuan
dari studi literatur mengungkapkan bahwa identitas pendidik tidak hanya terbatas pada
peran sebagai pengajar, tetapi juga mencakup dimensi sebagai pelindung, pembimbing, dan
figur otoritas moral dalam lingkungan pendidikan. Penelitian Shakeshaft (2024) dalam
bukunya "Organizational Betrayal: How Schools Enable Sexual Misconduct and How to Stop
It" menekankan bahwa kegagalan institusi pendidikan dalam mencegah pelecehan seksual
seringkali berakar pada lemahnya konstruksi identitas pendidik yang komprehensif. Data
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wawancara dengan para pendidik menunjukkan bahwa sebagian besar guru memahami
peran mereka dalam melindungi peserta didik, namun masih terdapat kesenjangan antara
pemahaman teoretis dan implementasi praktis. Informan yang merupakan guru senior
dengan pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun mengungkapkan bahwa mereka merasa
memiliki tanggung jawab moral yang besar, tetapi seringkali merasa tidak memiliki
kompetensi dan dukungan sistem yang memadai untuk menjalankan peran tersebut secara
optimal.

Berdasarkan analisis data, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi penguatan
identitas pendidik dalam mencegah pelecehan seksual. Pertama, faktor kompetensi
profesional yang mencakup pengetahuan tentang perkembangan psikologis anak,
kemampuan mengenali tanda-tanda pelecehan, dan keterampilan komunikasi yang efektif.
Penelitian terbaru oleh UNGEI (2024) menunjukkan bahwa pendidik yang memiliki
pengetahuan komprehensif tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan
lebih mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi kejadian pelecehan. Faktor kedua
adalah dukungan institusional yang meliputi kebijakan sekolah yang jelas, sistem pelaporan
yang aman, dan budaya organisasi yang mendukung perlindungan anak. Data wawancara
dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki protokol
pencegahan pelecehan seksual yang terstruktur cenderung memiliki guru-guru yang lebih
percaya diri dalam menjalankan peran protektif mereka. Hal ini sejalan dengan temuan
penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan organisasi menjadi prediktor kuat terhadap
efektivitas upaya pencegahan. Faktor ketiga adalah pengembangan profesional berkelanjutan
yang mencakup pelatihan berkala, supervisi, dan refleksi praktik. Informan dari kalangan
konselor sekolah menekankan bahwa penguatan identitas pendidik memerlukan proses yang
kontinyu, tidak dapat dilakukan secara sporadis. Mereka mengungkapkan bahwa guru-guru
yang secara rutin mengikuti pelatihan tentang perlindungan anak menunjukkan peningkatan
signifikan dalam kemampuan mendeteksi dan merespons situasi yang berpotensi
membahayakan peserta didik. Faktor keempat adalah lingkungan kerja yang mendukung,
termasuk kolaborasi antarstaf, komunikasi terbuka, dan sistem dukungan peer. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa guru-guru yang bekerja dalam lingkungan yang kolaboratif
merasa lebih didukung dalam menghadapi tantangan terkait perlindungan anak dibandingkan
dengan mereka yang bekerja secara isolatif.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan dalam upaya penguatan
identitas pendidik. Tantangan pertama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
khusus tentang pencegahan pelecehan seksual. Data menunjukkan bahwa mayoritas pendidik
tidak pernah mendapatkan pelatihan formal tentang topik ini selama pendidikan pra-jabatan
maupun dalam-jabatan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan
bahwa pelecehan seksual oleh pendidik masih menjadi masalah serius, dengan penelitian
menunjukkan bahwa sebesar 11,7% siswa melaporkan pernah mengalami bentuk pelecehan
seksual oleh pendidik selama masa sekolah. Tantangan kedua berkaitan dengan stigma dan
sensitivitas topik. Informan mengungkapkan bahwa membicarakan isu pelecehan seksual
seringkali dianggap tabu dalam konteks budaya lokal, sehingga pendidik merasa kesulitan
untuk membahas topik ini secara terbuka dengan sesama rekan kerja, peserta didik, maupun
orang tua. Hal ini menciptakan hambatan dalam pengembangan kompetensi dan
implementasi program pencegahan. Tantangan ketiga adalah keterbatasan waktu dan beban
kerja yang berlebihan. Guru-guru melaporkan bahwa mereka sudah terbebani dengan
tuntutan akademik dan administratif yang tinggi, sehingga aspek perlindungan anak
seringkali terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang memadai. Kondisi ini diperparah
oleh rasio guru dan siswa yang tidak ideal di banyak sekolah.
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Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat beberapa strategi yang terbukti efektif
dalam mencegah pelecehan seksual melalui penguatan identitas pendidik. Strategi pertama
adalah implementasi program pelatihan komprehensif yang mencakup pengetahuan teoretis,
keterampilan praktis, dan pengembangan sikap profesional. Pelatihan ini harus dirancang
secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal.
Strategi kedua adalah pengembangan sistem deteksi dini yang melibatkan seluruh komunitas
sekolah. Hal ini mencakup pelatihan kepada seluruh staf sekolah untuk mengenali tanda-
tanda pelecehan, pengembangan protokol pelaporan yang aman dan mudah diakses, serta
pembentukan tim respons cepat yang terlatih. Data wawancara menunjukkan bahwa sekolah-
sekolah yang menerapkan sistem ini memiliki tingkat kesadaran dan responsivitas yang lebih
tinggi terhadap potensi kasus pelecehan. Strategi ketiga adalah penguatan supervisi dan
mentoring. Kepala sekolah dan supervisor perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan
dan bimbingan kepada guru dalam mengembangkan kompetensi perlindungan anak. Sistem
mentoring peer-to-peer juga terbukti efektif dalam memfasilitasi pembelajaran dan saling
dukungan antarguru.

Strategi keempat adalah pelibatan orang tua dan masyarakat dalam program
pencegahan. Informan menekankan bahwa pencegahan pelecehan seksual tidak dapat
dilakukan oleh sekolah secara sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi yang kuat dengan
keluarga dan komunitas. Program edukasi untuk orang tua tentang cara mengenali tanda-
tanda pelecehan dan cara berkomunikasi dengan anak tentang topik sensitif ini menjadi
komponen penting dalam strategi pencegahan yang holistik. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa identitas pendidik dalam konteks pencegahan pelecehan seksual
memerlukan rekonstruksi yang fundamental. Identitas pendidik yang selama ini lebih
berfokus pada aspek akademik perlu diperluas untuk mencakup dimensi perlindungan dan
advokasi anak. Hal ini sejalan dengan konsep transformatif education yang menekankan
peran pendidik sebagai agen perubahan sosial yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap
perkembangan Kkognitif, tetapi juga Kkesejahteraan holistik peserta didik. Penelitian
menunjukkan bahwa penguatan identitas pendidik sebagai pelindung memerlukan
pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menjadi proaktif. Pendidik perlu
mengembangkan mindset preventif yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan
mengatasi faktor risiko sebelum terjadi insiden pelecehan. Proses ini memerlukan
pengembangan keterampilan observasi yang tajam, kemampuan komunikasi yang empatik,
dan komitmen etis yang kuat.

Konstruksi identitas ini juga harus mempertimbangkan kompleksitas peran ganda yang
diemban pendidik. Di satu sisi, mereka harus membangun relasi yang positif dan supportif
dengan peserta didik, namun di sisi lain harus mampu mempertahankan batas-batas
profesional yang jelas. Keseimbangan antara kedekatan emosional dan profesionalitas
menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan posisi dan kekuasaan. Analisis data
menunjukkan bahwa budaya organisasi sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
efektivitas upaya pencegahan pelecehan seksual. Sekolah-sekolah yang memiliki budaya
transparansi, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan cenderung
memiliki tingkat kejadian yang lebih rendah. Sebaliknya, budaya organisasi yang tertutup,
hierarkis, dan cenderung menyembunyikan masalah justru menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi terjadinya pelecehan. Budaya organisasi yang mendukung pencegahan
pelecehan seksual ditandai oleh beberapa karakteristik. Pertama, adanya komitmen eksplisit
dari pimpinan untuk melindungi peserta didik yang diwujudkan dalam kebijakan, prosedur,
dan alokasi sumber daya yang memadai. Kedua, komunikasi terbuka yang memungkinkan staf
untuk melaporkan kekhawatiran tanpa takut mengalami retaliasi. Ketiga, sistem
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pembelajaran organisasi yang memungkinkan sekolah untuk terus memperbaiki praktik
berdasarkan pengalaman dan evidence-based practices.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perubahan budaya organisasi memerlukan
waktu dan upaya yang berkelanjutan. Proses transformasi tidak dapat dilakukan secara
instan, tetapi memerlukan strategi change management yang komprehensif yang melibatkan
seluruh stakeholder sekolah. Kepemimpinan transformational dari kepala sekolah menjadi
faktor kritis dalam memfasilitasi perubahan budaya yang dibutuhkan. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung program
pencegahan pelecehan seksual. Penggunaan platform digital untuk pelatihan, sistem
pelaporan online, dan aplikasi monitoring dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas
program pencegahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi modul digital sex
education berbasis teknologi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran tentang pencegahan pelecehan seksual. Namun, integrasi teknologi juga
menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan cyberbullying dan online predation.
Pendidik perlu mengembangkan literasi digital yang memadai untuk dapat mengidentifikasi
dan mencegah bentuk-bentuk pelecehan yang terjadi di ruang virtual. Hal ini memerlukan
pemahaman tentang dinamika komunikasi digital, platform media sosial yang digunakan
peserta didik, dan strategi pencegahan yang relevan dengan konteks digital.

Penggunaan teknologi dalam pencegahan pelecehan seksual juga harus
mempertimbangkan aspek privasi dan keamanan data. Sistem yang dikembangkan harus
mampu melindungi identitas pelapor sambil memastikan bahwa informasi yang disampaikan
dapat ditindaklanjuti dengan efektif. Keseimbangan antara transparansi dan perlindungan
privasi menjadi pertimbangan penting dalam desain sistem teknologi untuk pencegahan
pelecehan. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan pelecehan seksual yang efektif
memerlukan kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Sekolah tidak
dapat bekerja secara isolatif, tetapi harus membangun kemitraan strategis dengan keluarga,
komunitas, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Setiap stakeholder memiliki
peran dan kontribusi yang unik dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik.
Kolaborasi dengan keluarga menjadi sangat penting karena sebagian besar waktu anak
dihabiskan di rumah. Orang tua perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk
dapat mendeteksi tanda-tanda pelecehan dan berkomunikasi secara efektif dengan anak
tentang isu-isu sensitif. Program parenting education yang terintegrasi dengan kurikulum
sekolah dapat menjadi strategi efektif dalam membangun sinergi antara rumah dan sekolah.

Kemitraan dengan penegak hukum dan sistem peradilan juga diperlukan untuk
memastikan bahwa kasus-kasus yang terjadi dapat ditangani dengan tepat dan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku. Pendidik perlu memahami prosedur pelaporan yang benar
dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses investigasi dan penanganan kasus.
Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak di bidang
perlindungan anak, dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya tambahan dalam
pengembangan program pencegahan. Organisasi-organisasi ini seringkali memiliki keahlian
spesifik dan pengalaman praktis yang dapat memperkaya perspektif dan pendekatan yang
digunakan sekolah. Keberlanjutan program pencegahan pelecehan seksual menjadi tantangan
yang signifikan bagi banyak institusi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
program-program yang berhasil dalam jangka panjang adalah yang memiliki sistem
monitoring dan evaluasi yang robust, dukungan finansial yang stabil, dan komitmen jangka
panjang dari pimpinan organisasi. Sistem evaluasi yang efektif harus mencakup indikator
proses dan outcome yang terukur. Indikator proses meliputi jumlah pelatihan yang
dilaksanakan, tingkat partisipasi staf, dan frekuensi implementasi protokol pencegahan.
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Sementara indikator outcome mencakup tingkat kesadaran staf dan siswa, jumlah laporan
yang diterima, dan tingkat kepuasan stakeholder terhadap program yang dijalankan. Evaluasi
juga harus melibatkan perspektif berbagai stakeholder, termasuk siswa, guru, orang tua, dan
komunitas. Feedback dari berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa program yang
dikembangkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik konteks lokal.
Mekanisme feedback yang regular dan sistematis akan memungkinkan perbaikan
berkelanjutan terhadap kualitas program. Aspek finansial menjadi faktor kritis dalam
sustainability program. Sekolah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program
pencegahan pelecehan seksual dan mencari sumber pendanaan alternatif dari pemerintah,
donor, atau sektor swasta. Investasi dalam pencegahan seringkali jauh lebih cost-effective
dibandingkan dengan biaya penanganan kasus yang sudah terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penguatan identitas pendidik
merupakan strategi krusial dalam mencegah pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
Identitas pendidik yang kuat tidak hanya mencakup peran akademis, tetapi juga dimensi
protektif, etis, dan advokatif bagi peserta didik. Terdapat empat faktor kunci yang mendukung
penguatan identitas pendidik, yaitu: (1) penguasaan kompetensi profesional dalam
memahami perkembangan anak dan pencegahan kekerasan, (2) adanya dukungan
institusional melalui kebijakan serta sistem pelaporan yang jelas, (3) pengembangan
profesional berkelanjutan melalui pelatihan dan supervisi, serta (4) lingkungan kerja yang
kolaboratif dan suportif. Tantangan utama yang dihadapi pendidik antara lain keterbatasan
pengetahuan, sensitivitas isu pelecehan seksual dalam budaya lokal, serta beban kerja yang
tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi preventif yang komprehensif,
mulai dari pelatihan berkesinambungan, penguatan supervisi, kolaborasi lintas-stakeholder,
hingga pemanfaatan teknologi dalam deteksi dan pelaporan. Dengan demikian, rekonstruksi
identitas pendidik sebagai pelindung dan agen perubahan sosial diharapkan dapat
menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh
peserta didik.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan identitas pendidik merupakan langkah
krusial dalam mencegah pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Identitas pendidik tidak
hanya terbatas pada peran akademis, tetapi juga mencakup dimensi protektif, etis, dan
advokatif demi melindungi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan
pencegahan sangat ditentukan oleh penguasaan kompetensi profesional, adanya dukungan
institusional yang jelas, pengembangan profesional berkelanjutan, serta lingkungan kerja
yang kolaboratif dan suportif. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan
pengetahuan, sensitivitas isu dalam budaya lokal, dan beban kerja yang tinggi masih menjadi
hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi preventif yang komprehensif
melalui pelatihan berkesinambungan, supervisi dan mentoring, sistem deteksi dini, kolaborasi
lintas-stakeholder, hingga pemanfaatan teknologi. Dengan penguatan identitas pendidik
sebagai pelindung dan agen perubahan sosial, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang
aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.
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